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PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

WALIKOTA KENDARI,

a. bahwa usaha yang bergerak di bidang

perikanan  khususnya  pemanfaatan

sumber daya alam Komoditi Hasil
Perikanan di Wilayah Kota Kendari, telah
menunjukkan peningkatan yang
signifikan;

. bahwa untuk membina usaha di bidang

Perikanan serta  untuk  menjaga
kelestarian sumber daya perikanan, perlu
dilakukan pengendalian dan pengawasan
yang efektif di bidang usaha Perikanan
melalui Perizinan;



~th

Mengigat :

c. bahwa dengan berlakunya Undang-

1.

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2
Tahun 2006 tentang Izin Usaha
Perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan
kondisi saat ini, sehingga perlu
disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf ¢, perlu membentulk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin
Usaha Perikanan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995
tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Kendari (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3602);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah  diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan



(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun' 2004 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4230);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha
Perikanan Tangkap Di Wilayah



Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia;

8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah

Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota
Kendari Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
dan
WALIKOTA KENDARI
MEMUTUSKAN :
. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kendari.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.

3. Walikota adalah Walikota Kendari.



. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Kendari.

. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan
dan Kelautan Kota Kendari.

. Usaha Perikanan adalah semua Kkegiatan yang
berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya ikan lingkungan mulai dari pra produksi,
produksi, pengelolaan, yang dilaksanakan dalam suatu
bisnis perikanan.

. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh
ikan di perairan yang tidak dalam keadaan
dibudidayakan, dengan alat atau cara sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk
kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan dan
menangani.

. Pembudidayaan Ikan adalah = kegiatan untuk
memelihara, membesarkan-dan/atau membiakkan ikan
dan memaner! hasilnya déngan alat atau cara sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal
untuk memuat, mengangkut dan menyimpan.

. lkan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam
lingkungan perairan.

10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan



lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11.Pelaku usaha perikanan adalah orang perorangan dan
badan yang melakukan usaha perikanan.

12.Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang
didirikan khusus untuk melakukan usaha perikanan
baik yang berbentuk Badan maupun perusahaan
perorangan.

13.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan penangkapan ikan.

14.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari.

15.Pembudidaya lkan adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

16.Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

17.Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat
tangkap apung lainnya yang digunakan untuk
penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan
ikan, pembudidayaan ikan dan pengangkutan ikan.



18.Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus
dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk
menampung,--menyimpan, mengangkut, mendinginkan
atau mengawetkan.

19.Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut
SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki pelaku
usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan
dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum
dalam izin tersebut, yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kota Kendari.

20.Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan
jumlah kapal perikanan dan/atau kegiatan usaha
penangkapan ikan yang belum tercantum dalam SIUP.

21.Perluasan Usaha Budidaya Ikan adalah penambahan
areal atau lahan, jenis kegiatar us{aha budidaya ikan
yang belum tercantum dalam SIUP.

22.Surat Izin Penangkapan lkan yang selanjutnya disebut
SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap
kapal perikanan berbenderd Indopesia uhtuk melakukan
kegiatan penangkapan ikdn di:.wilayah perairan Kota
Kendari yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari SIUP. ; : :

23.Surat Izin Kapal Pengangkut lkan yang selanjutnya
disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki
oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk
melakukan Kkegiatan pengangkutan ikan di wilayah
perairan Kota Kendari yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari SIUP.



24.Rekomendasi adalah Surat keterangan yang diberikan
oleh Walikota terhadap usaha penangkapan ikan atau
usaha budidaya ikan pada air tawar, payau dan perairan
umum yang tidak menggunakan modal dan/atau tenaga
asing serta berlokasi di wilayah Kota Kendari.

25.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

26.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

27.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

28.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

29.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.



30.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

31.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah  kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

32.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

33.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan  secara  objektif dan  profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka; melaksanakan
ketentuan Peraturan Pertindang-Undangan perpajakan
daerah dan retribusj daerah.

34.Peniyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



BAB 1II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha
Perikanan.

Bagian Kedua
Objek

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Pemberian izin
kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan
kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Bagian Ketiga
Subjek

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha
Perikanan dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang
pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk



melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut
atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Pasal 5

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha
perikanan dan/atau menggunakan kapal perikanan
wajib memiliki SIUP.

(2) Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan bagi :

a. nelayan kecil khususnya kapal berukuran < 5 GT dan
kewajiban tersebut diganti Bukti Pencatatan Kapal
(Tanda Pendaftaran Kapal); dan

b. pemerintah/pemerintah daerah untuk kepentingan
pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

(3) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah usaha yang tidak menggunakan modal dan/atau
tenaga kerja asing.

(4) Usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan yang wajib
memiliki SIUP adalah :

a. usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal
berukuran S sampai 10 Gross Tonage (GT) dan
memiliki alat tangkap dengan ukuran mata jaring
sesuai ketentuan yang berlaku;



b. usaha pengangkutan ikan yang menggunakan kapal
o berukuran 5 sampai 10 Gross Tonage (GT) dan/atau
memiliki peti penyimpanan (cold box).

(5) Usaha pembudidayaan ikan yang wajib memiliki SIUP
adalah :

a. kegiatan pembudidayaan ikan air payau yang
dilakukan di atas lahan yang memiliki luas minimal 1
ha;

b. kegiatan pembudidayaan ikan air tawar yang
dilakukan di atas lahan yang memniiliki luas minimal
0,5 ha;

c. kegiatan budidaya laut dilakukan minimal 1 unit (2
kotak ukuran 3 x 3 x 3 m?) untuk budidaya ikan
Kerapu, Mutiara dan lobster;

d. untuk budidaya Rumput Laut dilakukan minimal
0,25 ha.

(6) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh Walikota, melalui Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Kendari.

(7) SIUP bidang usaha perikanan tangkap berlaku selama
orang pribadi atau Badan melakukan kegiatan usaha
perikanan tangkap.

Pasal 6

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha
perikanan dengan menggunakan kapal perikanan yang
berukuran lebih dari 10 GT SIUP diterbitkan oleh
Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Propinsi Sulawesi Tenggara.



(2) Sebelum SIUP diterbitkan, setiap orang pribadi atau
badan wajib terlebih dahulu mendapat Rekomendasi dari
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari.

Bagian Kedua
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
Pasal 7

(1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk
menangkap ikan wajib dilengkapi dengan SIPI.

(2) SIPI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Walikota.

(3) SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun.
Bagian Ketiga
Surat I1zin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
Pasal 8

(1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk
mengangkut ikan wajib dilengkapi SIKPI.

(2) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh Walikota.

(3) SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun.






BAB VII
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Besarnya tarif izin usaha perikanan ditetapkan sebagai
berikut :

a. usaha penangkapan dan Pengangkutan Ikan yang
Menggunakan Kapal/Perahu Motor dengan Gross
Tonage 10 ke bawah.

NO. JENIS ALAT YANG BESARNYA | KETERANGAN
urut DIPERGUNAKAN TARIF
(RP)

1. | KAPAL PANCING :
- Pole and Line 20.000 Per GT
- Long Line 17.000 Per GT
- Tonda : 17.000 Per GT
- Hand Line 15.000 Per GT
- Pancing Lainnya 12.000 Per GT

2. | KAPAL JARING :
- Purse Seine 25.000 Per GT
- Mini Purse Seine 20.000 Per GT
- Jaring lainnya 15.000 Per GT

3. | BAGAN :
- Bagan 100.000 Per Unit
Perahu/Rakit 80.000 Per Unit
- Bagan Tancap

4. | BUBU 50.000 Per Unit/15

buah

5. | ALAT TANGKAP 50.000 Per Unit
LAINNYA

6. | KAPAL PENGANGKUT 20.000 Per GT
IKAN




b. usaha budidaya perikanan :

NO. JENIS USAHA TARIF KETERANGAN
urut (RP)
1. | Budidaya Mutiara 500.000 Per Unit
2. | Budidaya Rumput Laut 25.000 Per 0,25Ha
3. |Budidaya Udang 100.000 Per Hektar
4. | Budidaya Bandeng 100.000 Per Hektar
S. | Budidaya Udang dan 100.000 Per Hektar
Bandeng
6. | Budidaya Ikan Air Tawar | 100.000 Per Hektar
7. | Budidaya Ikan Kerapu 100.000 Per petak
8. | Budidaya Ikan Hias Air 200.000 Per Unit
Tawar
- | 9. |Budidaya Ikan Hias Air 100.000 Per petak
Laut
_ | 10. | Budidaya lainnya 100.000 Per unit
usaha

(2) Besarnya biaya pendaftaran ulang ditetapkan sebesar
50% (lima puluh persen) per tahun dari biaya SIUP.

Pasal 13

(1) Setiap pemberian SIPI atau SIKPI dikenakan biaya.

(2) Besarnya biaya SIPI atau SIKPI ditetapkan sebesar Rp.
100.000,-/tahun/kapal.



Pasal 14

Kewajiban melakukan pendaftaran ulang terhadap SIUP
ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 15
(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dan Pasal 13 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga

dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat
pelayanan diberikan.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan



Pasal 17

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan
kartu langganan.

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 18

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15
(lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat
pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan
walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 19

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan



(2)

(3)

(M

2)

(1

retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh
tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib
retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 20

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis
retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam APBD.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 21

Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan
hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



2)

€)

“4)

©)

(1)

@)

3)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesiadengan disertai alasan-alasan jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan,
kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak atau kekuasaan wajib retribusi,

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan
retribusi.

Pasal 22

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib
retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Walikota.

Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau
menambah besarnya Retribusi yang terutang.



(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

M

@)

(H

2

(1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 23

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% [dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua
belas) bulan. ‘

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Walikota.

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus memberikan keputusan.



(€)

“4)

©)

(6)

™)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan
suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB
atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan walikota.



BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika
wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang
retribusi. '

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b.ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi,
baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran
tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud padaayat (2) huruf b adalah wajib retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan wutang retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau



penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
» oleh wajib retribusi.

Pasal 26

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

“ (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah
kedaluwarsa selanjutnya diatur dengan Peraturan

Walikota.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi
dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja
tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah.



(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif

(1)

(2)

(D

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Walikota.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 29

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ‘



(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah
ini;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
pelanggaran Peraturan Daerah ini;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan
tindak pidana di bidang retribusi daerah serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan
Daerah ini;

g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;



)

(1)

(2)

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang
yang tidak atau kurang bayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Pelanggaran.



BAB XVI

- KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1) SIUP yang telah diberikan sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama orang pribadi
atau badan melakukan kegiatan usaha perikanan
tangkap, dengan ketentuan wajib didaftar ulang setiap 1
(satu) tahun.

(2) SIPI dan SIKP! yang telah dikeluarkan sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai
berakhir masa berlakunya, selanjutnya mengajukan
permohonan baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin
Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2006 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



‘-

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

- diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Disahkan di Kendari
pada tanggal 7 Februari 2013

 WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 7 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,

STy

H. AMARULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013
NOMOR 4



